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NABI MUHAMMAD SAW,

PIAGAM MADINAH DAN PERSOALAN KENEGARAAN
DALAM ISLAM

’ I
ilatarbelakangi oleh keing-
inan memberikan interpre-
stasi yang bersifat
kontekstual, Quraish Shi-
hab - dengan mengembangkan pen-
dapat Imam  Al-Qarafi, orang
pertama memilah-milah ucapan dan
sikap Nabi Muhammad SAW - mem-
bagi ucapan atau peran Nabi Mu-
hammad SAW menjadi lima, sebagai
rasul, mufti, hakim, pemimpin suatu
masyarakat - yang menyesuaikan si-
kap, bimbingan dan petunjuknya
sesuai dengan kondisi dan budaya
masyarakat yang beliau temui
katanya, sikap dan bimbingan terse-
but pasti benar dan sesuai dengan
masyarakatnya. Namun bagi ma-
syarakat yang lain, mereka dapat
mempelajari nilai-nilai yang terkan-
dung dalam petunjuk dan bimbing-
an itu untuk diterapkan sesuai
dengan kondisi masing-masing ma-
syarakat.!

Suatu kenyataan yang tidak da-
pat dibantah, sewaktu di Madinah
Nabi Muhammad diangkat menjadi
pemimpin. Juga suatu fakta yang ti-

dak dapat dipungkiri bahwa pada
saat beliau di Madinah membuat
perjanjian, yang kemudian dikenal
dengan sebutan Piagam Madinah.
Akan tetapi juga suatu kenyataan
bahwa para pakar Islam berbeda
dalam menginterprestasikan peran
dan tindakan Nabi di Madinah itu.
Pertanyaan yang paling men-
dasar dalam kaitannya dengan pem-
bahasan siyasah, vyaitu apakah
masyarakat Madinah pada waktu
itu, di mana Nabi sebagai pemim-
pinnya, layak disebut negara menu-

e il politik ? Apakah betul di

Madimah pada waktu itu telah ter-
benmuik suatu negara dalam penger-
tian modemn, masih timbul perta-
nyaan, apakah pembentukan negara
di Madinah merupakan salah satu
misi kenabian yang diamanatkan
Tuhan melalui wahyu atau al-
Quran, atau hanya sekedar kebu-
tuhan situasional karena tuntutan
sejarah? Bagaimana sistem pemerin-
tahan Nabi di Madinah ditinjau dari
konsep pemerintahan modern apa-
kah teokratis, demokratis, gabungan
keduanya atau bukan dua-duanya ?
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Kemudian, apa saja nilai dasar yang
dikandung dalam piagam Madinah
khususnya dan kepemimpinan Nabi
umumnya ?.

18
Tradisi Islam yang dipandang
oleh sebagian kaum muslimin seba-
gai Islam itu sendir, sebenamya

dibangun pada pertengahan abad |

pertama hingga ketiga. Sepanjang
masa itu, sistem teologi, hukum
moral, dan politik dibangun. Oleh

para pakar politik Islam klasik dan |

pertengahan masa itu, sering dijadi-
kan rujukan untuk membangun
teorinya. Abu al-Hasan al-Mawardi
(364-450 H.), misalnya, menyebut-
kan bahwa mendirikan pemerinta-
han (imanah) itu hukumnya fardlu
kifayah. Dasar ketetapan ini adalah
adanya konsensus (ijma) sahabat,

sepeninggal Nabi, yang diikuti oleh |

tabiin dan seterusnya.>

Sama dengan al-Mawardi, Abu |
Ya'la al-Hanbali juga berpendapat |

bahwa mendirikan pemerintahan itu
hukumnya fardlu kifayah atas dasar
adanya kesepakatan yang dicapai
para sahabat Nabi di Tsagifah.?

Ibnu Khaldun (732-808 H.) me-
nyatakan bahwa mendirikan peme-
rintahan (imam) hukumnya waijib
syar’i atas dasar adanya kesepakatan
sahabat dan tabi'in. Pada saat Rasu-
lullah wafat, para sahabat membai‘at
Abu Bakar dan memberinya wewe-
nang untuk mengatur mereka.
Demikian pula yang terjadi pada
masa-masa setelah itu. Mereka tidak

pernah membiarkan masyarakat ka-

cau tanpa adanya kepemimpinan.
Ini semua menunjukkan bahwa

mendirikan pemerintahan (imam)
hukumnya wajib.*

Tidak hanya dalam masalah
mendirikan negara, dalam masalah
lain juga dapat kita jumpai adanya
teori-teori yang dikembangkan oleh
para pakar Islam yang diambil dari
preseden sejarah. Pada saat membi-
' carakan cara seorang Imam dipilih
atau diangkat, [bn Hazm menawar-
kan figa cara. Yang pertama dan
paling utama adalah penunjukan
dan Imam yang 'masih hidup
kepada orang yang akan menggan-
tikannya setelah meninggal. Cara ini
dilakukan Abu Bakar kepada Umar,
juga dilakukan Sulaiman bin Abdul
Malik kepada Umar bin Abdul Aziz.
Yang kedua, dengan cara mendak-
wakan diri sebagai Imam dengan
catatan orang i memang me-
menuhi kriteria: Hal ini  sebagai-
| mana dilakulcan Al bin Abi Thalib
| saat Usman tesbunuh. -Cara ketiga
| ialah seorang Imam menjelang wa-
fatnya menyerahkan pilihan khalifah
kepada seorang atau lebih yang
dipercaya. Cara ini dilakukan oleh
Umar bin Khattab.

Pada saat kudeta dan perebutan
kekuasaan melanda dunia Islam,
Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah,
mamandang sah kekuasaan yang
diperoleh melalui kudeta (al-taghal-
{ub) sebagaimana sahnya kekuasaan
vang diperoleh melalui bai'at atau
| penunjukan.®

Pandangan yang realistis ini juga
dimiliki oleh al-Ghazali. Sungguh-
pun beliau membuat Kkriteria ideal
untuk seorang penguasa, tampilnya
penguasa fasik yang kuat akan dite-
rima  sebagaimana  diterimanya
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bughat yang mampu menjalankan
kekuasaan.’

Contoh-contoh diatas diajukan
untuk memberikan gambaran bah-

swa teori politik Islam, terutama dari

kalangan sunni, pada masa klasik
dan pertengahan tidak hanya diam-
bil ‘dari nilai-nilai yang terkandung
dalam al-Quran atae hadits, tapi
banyak di antasanya yang dikem-
bangkan dari pengalaman empiris.
Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa pemikiran politik yang tum-
buh di dunia Islam pada masa kla-
sik dan peite';_xfgahan lebih nampak
sebagai upaya mempertahankan
status quo guna menciptakan sta-
bilitas, atau, setidak-tidaknya, meng-
hindari kekacauan yang lebih parah.
Dalam kondisi semacam ini isu
keadilan menjadi langka karena isu
ini seringkali dibayangi oleh pertim-
bangan menghindari kekacauan.

Adalah menarik bahwa para
pakar politik pada masa itu -
sepengetahuan penulis -8 tidak ada
yang menjadikan prakiek pemerin-
tahan di Madinah sebagai metode
atau acuan teorinya.

il

Pada saat memasuki periode
modern, umat Islam terutama para
pemimpinnya, mulai banyak yang
sadar akan kemunduran dan kele-
mahannya dibanding kemajuan dan
kekuatan Barat. Kesadaran ini mem-
bawa kepada perbincangan tentang
faktor-faktor apa saja yang menjadi-
kan Barat itu maju. '

Dalam bidang ketatanegaraan,
mereka mulai membicarakan kon-
sep-konsep yang datang dari Barat.

Mereka membicarakan konstitusi,
demokrasi, hak asasi, dan sebagai-
nya. Pada saat negeri-negeri muslim
menyiapkan kemerdekaannya dari
penjajahan Barat, maka dicari model
pemerintahan Islam yang ideal.
Disamping mengambil ide-ide Barat
yang dianggap positip, para pe-
muka Islam juga mulai mencari-cari
konsep ketatanegaraan yang ber-
sumber dari kalangan Islam sendiri.
Dilandasi pada kenyataan bahwa
pemikiran politik Islam klasik dan
pertengahan diambil dari praktek-
praktek pemerintahan setelah masa
Rasul timbullah ketidakpuasan. Di-
galilah model kepemimpinan Rasu-
lullah pada saat memimpin ma-
syarakatnya di Madinah.

Dengan menggunakan  tolok
ukur negara dalam istilah ilmu poli-
tik, yakni adanya wilayah, pendu-
duk, pemerintahan dan kedaulatan,
para pakar Islam - sebagaimana be-
berapa orientalis? berpendapat bah-
wa pemerintahan Nabi di Madinah
layak disebut negara. Dengan de-
mikian di Madinah, Muhammad ti-
dak hanya sebagai Rasul tapi juga

Sampai di sini tmbul lagi per-
soalan, apakah pembentukan ne-
gara Madinah merupakan salah satu
misi kenabian yang diamanatkan
Tuhan melalui wahyu atau al-
Quran atau hanya sekedar kebu-
tuhan situasional karena tuntutan
historis. Qamaruddin Khan, misal-
nya, dengan tegas menolak angga-
pan bahwa  kelahiran negara
Madinah itu tidak memenuhi cita-
cita al-Qur'an.'®

Negara, katanya muncul sebagai
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prinsip musyawarah: Bila kedua
prinsip ini ditegakkan maka dapat
disebut pemerintahan Islam yang
murni dan dapat menggunakan
nama khilafah, imamah atau mulk.
Pemerintahan yang tidak didirikan
dengan dua prinsip itu tidak layak
dinisbatkan kepada Islam, sungguh
pun diberi nama khilafah atau
imamah. Contohnya adalah peme-
rintahan para khalifah Turki®

Sementara model pemerintahan
Islam masih terus dalam pemba-
hasan dan perdebatan, beberapa
pakar mencoba menggali nilai-nilai
dasar yang diambil dari kepemimpi-
nan Rasul di Madinah, khususnya
yang tercermin dalam Piagam Madi-
nah.

Munawir Sjadzali dalam bukunya
Islam dan Tata Negara menyebut-
kan bahwa batu dasar yang telah
diletakkan oleh Piagam Madinah se-
bagai landasan bagi kehidupan
bernegara untuk masyarakat maje-
muk di Madinah adalah :

1. Semua pemeluk Islam, meskipun
berasal dari banyak suku, tetapi
merupakan satu komunitas.

2. Hubungan antara sesama ang-
gota komunitas Islam dengan an-
gota-anggota komunitas lain di-
dasarkan atas prinsip :

a. bertetangga baik,

b. saling membantu  dalam

menghadapi musuh bersama,

c. membela mereka yang tera-

niaya,

d. saling menasihati, dan

e. menghormati kebebasan bera-

gama.?® »

Ahmad Ibrahim al-Syarf dalam
kitabnya Dawlat al-Rasul fi al-

Madinah mengatakan bahwa teks
yang ada dalam sahifah sejalan de-
ngan prinsip umum yang ada dalam
al-Quran. Menjadikan kaum mus-
limin menjadi satu umat sejalan
dengan ayat 110 Surat Ali Imran dan
ayat 72 - 75, Surat al-Anfal. Prinsip
saling menyayangi dan tolong me-
nolong antar sesama sejalan dengan
ayat 215 al-Baqarah dan ayat 60
Surat al-Taubah. Prinsip menjaga

| hubungan kekerabatan karena wala’

serta hak-hak yang muncul akibat
itu, sejalan dengan ayat 33 Surat al-
Nisa. Memelihara hak-hak kerabat,
kawan dan tetangga, sejalan dengan
ayat 25 Surat an-Nisa. Prinsip
adanya batas-batas pertanggungja-
waban individu sejalan dengan ayat
111 Surat an-Nisa dan ayat 46 Surat
Fushilat. Wajib tanduk pada aturan
dan mengembalikan persoalan pada
penguasa sejalan dengan ayat 59
Surat’  an-Nisa*  Prinsip bahwa
masalah perang dan dalam persoa-
lan bersama bukan ditujukan pada
pribadi atau individu, sejalan de-
ngan ayat 208 Surat al-Bagarah dan
ayat 61 surat al-Anfal. Prinsip bahwa
negara adalah sarana untuk mem-
bentuk atau menetapkan aturan dan
menindak orang dzalim sejalan de-
ngan ayat 18 Surat al-Fathir.?’

v

Sebagai bagian akhir dari uraian
ini patut kiranya kita kemukakan
penilaian W. Montgomery Watt
dalam bukunya Islamic Political
Thought. Apabila konstitusi Madi-
nah diuji dengan menggunakan
model kepemimpinan yang berkem-
bang dalam masyarakat Arab
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semisal Syaik/Sayyid, yakni kepala
suku; ga’id yakni panglima perang;
atau Hakam, yakni juru damai maka
kedudukan Muhammad di Madinah,
katanya, melebihi kedudukan mas-
ing-masing dari mereka. Dikatakan
melebihi sayyid, karena sayyid pada
masa sebelum Islam tidak me-
rangkap sebagai hakim/hakam. Se-
dangkan Nabi di samping sebagai
pemimpin komunitas Madinah yang
terdiri atas sembilan suku, juga
dipercaya sebagai hakim/hakam
dan qaid sekaligus.® Sedangkan
Philip K.Hitti dalam History of The
Arab menyatakan bahwa untuk
pertama kali dalam sejarah Arab ter-
bentuk suatu masyarakat yang men-
jadikan agama bukan darah sebagai
dasar.?

Akhirnya sebagai penutup, pe-
nulis ingin memberi komentar. Ter-
lepas dari ideal tidaknya negara
yang dibentuk Rasulullah bersama
masyarakat Madinah; kepemimpin-
an beliau dalam masyarakat tetap
harus menjadi rmujukan sebagai
uswah hasanah. Sedangkan inier
prestasi di mana-mana tidak hams
tunggal dan seragam.
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